BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP-565/2026
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/KEP-07/2026
TENTANG PENETAPAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Menimbang

Mengingat

: d.

1.

TAHUN 2026

BUPATI PASER,

bahwa dalam rangka mewujudkan simplifikasi produk hukum
daerah yang memiliki jenis dan karakteristik serupa, pemerintah
kabupaten/kota perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh
terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta
tata kerja perangkat daerah untuk selanjutnya dibentuk ke dalam
1 (satu) peraturan kepala daerah mengenai Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, maka perlu merubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP-
07/2026 tentang Penetapan Program Penyusunan Peraturan
Kepala Daerah Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun
2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada
Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep-
07/2026 tentang Program Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Tahun 2026 dengan penambahan sebagaimana tercantum di bawah
ini:
NO JUDUL RANCANGAN PEMRAKARSA
Perubahan Atas Perbup Nomor 48 | .
Dinas Pemberdayaan
30 | Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Aset Desa Masyarakat dan Desa
Sistem Manajemen Kinerja Daerah . N
31 Terintegrasi Bagian Organisasi
Kedudukan, Susunan Organisasi, . .
32 | Tugas dan Fungsi, serta Tata Bagian Organisasi
Kerja Perangkat Daerah
Kedudukan, Susunan Organisasi,
33 Tugas dan Fungsi, serta Tata Bagian Organisasi
Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah
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Kedudukan, Susunan Organisasi,
34 | Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

Bagian Organisasi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI PASER,
ttd
FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;

2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

R el

“ ANDI AZI%
NIP. 196808161998031007




